
INDIKATOR PEMERINTAH DAERAH



D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara merupakan salah satu program 

penguataan pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan 

publik untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dilaksanakan monitoring

pelaksanaan pelayanan yang ada di MPP Madukara, dimana kehadiran MPP Bale

Madukara diharapkan dapat memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan profesional guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten 

Purwakarta

MONITORING PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI MPP



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Keberadaan Mal Pelayanan Publik)



D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelesaian Proses Pelayanan sesuai dari waktu yang 
telah ditetapkan

1. Kecepatan (Jangka Waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikan Seluruh

Proses Pelayanan Publik/Waktu Pelayanan);

Waktu Proses Pemdampingan Pembuatan
NIB ± 15 Menit

Rata – rata waktu proses perizinan 4 hari
(Aplikasi Gaspol)

Waktu Proses Pelayanan Pembayaran PKB 

Samsat Jabar ± 15 Menit

Waktu Proses Perekaman KTP Elektronik ± 15 Menit

Pencetakan KTP Elektronik 2 Hari Kerja

Waktu Layanan Kartu Keluarga 2 Hari Kerja

KIA 2 Hari Kerja



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan 

publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima layanan/prosedur);

Pemberian konsultasi dan pendampingan dalam
pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, Gerai

Pelayanan Publik dan Pemberian Layanan ditempat

Penerapan Standar Pelayanan sesuai Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar

Pelayanan PTSP

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 
Terintegrasi Secara Elektronik sesuai Keputusan Bupati Purwakarta 
Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 
2022 dan Perubahan SOP Nomor 555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 
tanggal 18 September 2023.

Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan (OSS RBA, 
SiCantik Cloud, SIMBG, GASPOL)



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN 



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP 



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

KETERSEDIAAN SOP 

Penetapan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara 
Elektronik Pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Purwakarta Sebanyak
429 SOP melalui Keputusan Bupati 
Purwakarta Nomor PM.05.02/KEP.59-
DPMPTSP/2022 tanggal 30 Desember 
2022 dan Perubahan SOP Nomor 
555.51/Kep.384-DPMPTSP/2023 
tanggal 18 September 2023.



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI 
HUNIAN 
DENGAN 

KOMPLEKSITAS 
SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI 
HUNIAN 
DENGAN 

KOMPLEKSITAS 
SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
FUNGSI HUNIAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDERHANA



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
KEPENTINGAN

UMUM



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

SOP PBG
KEPENTINGAN

UMUM

2. Kemudahan (Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PBG
KEPENTINGAN UMUM



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP  PERSETUJUAN LINGKUNGAN



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP PKKPR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

APOTEK



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN APOTEK



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

PRAKTIK
DOKTER



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);

SOP
IZIN 

PENDIRIAN 
SATUAN 

PENDIDIKAN 
DASAR



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2. Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara 

pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);



SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

Resiko Rendah 7.783

Menengah Rendah 1.091

Menengah Tinggi 1.184

Tinggi 420

PMDN 6.539

PMA 3

UMK 6.514

NON UMK 26

PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

Periode Januari – Juli 2024



JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA

YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM

Periode Januari – Juli 2024

7783

1091 1184

420 149

1.745
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C L O U D

G A S P O L S I M B G

NAMA SISTEM JUMLAH
OSS 10478

Rendah 7783
MR 1091
MT 1184

Tinggi 420
SiCantik Cloud 149
GASPOL 1.745
SIMBG 257

JUMLAH 12.629



SICANTIK CLOUD 1 Izin Penggunaan Toko (IP Toko) 0

2 Izin Penggunaan Kios (IP Kios) 11

3 Izin Penggunaan Los (IP Los) 11

4 Izin Penggunaan Pelataran 0

5 Surat Keterangan Penelitian 0

6 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek 0

7 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 0

8 Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB) 10

9 Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame 39

10 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) 59

11 Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP) 0

12 Izin Pengelolaan Sampah (IPS) 0

13 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPS PD) 1

14 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD) 0

15 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN) 0

16 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IOPPN) 1

17 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD) 6

18 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPPAUD) 10

19 Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah 0

20 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (JB) 1

149

SIMBG 1 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 257

OSS 1 Rendah 7783

(Berbasis Risiko) 2 Menengah Rendah 1091

3 Menengah Tinggi 1184

4 Tinggi 420

10478

S.D BULAN JULISUMBER NO JENIS PERIZINAN

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA

YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM

Periode Januari – Juli 2024



PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

Periode Januari – Juli 2024

S.D BULAN JULI

JML

GASPOL 1 Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A) 108

2 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 68

3 Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT) 0

4 Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL) 0

5 Surat Izin Praktik Bidan (SIP B) 267

6 Surat Izin Praktik Dokter (SIP D) 364

7 Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG) 51

8 Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E) 6

9 Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F) 9

10 Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM) 0

11 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT) 0

12 Surat Izin Praktik Optometris (SIP O) 0

13 Surat Izin Praktik Ortotis Ptortestis (SIP OP) 0

14 Surat Izin Praktik Perawat (SIP P) 618

15 Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA) 3

16 Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK) 1

17 Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM) 21

18 Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT) 0

19 Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R) 37

20 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO) 5

21 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG) 21

22 Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi) 0

23 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM) 15

24 Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK) 0

25 Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS) 5

26 Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD) 1

27 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK) 140

28 Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW) 2

29 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 3

1745

SUMBER NO JENIS PERIZINAN

JUMLAH



43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

3. Transparansi

Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan biaya/tarif yang dikenakan
penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan publik/biaya-tarif

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pemohon dapat memantau proses pengajuan
pada interface pemohon

Informasi Biaya pada media offline dan Online dan 

Pembayaran retribusi secara Nontunai



43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

3. Transparansi

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan

dan Prosedur Pelayanan Perizinan

Berusaha, Bimtek Implementasi

Perizinan Berusaha dan Forum

Penyelesaian Masalah dan

Hambatan Penanaman Modal

dalam mempermudah pemahaman

kepada pelaku usaha /

masyarakat.



43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

3. Transparansi

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek Penyelenggaraan Pelayanan
Melalui Sistem Informasi, Media Online Maupun Offline 



43

D. Pelayanan Publik (Kecepatan, Kemudahan, Transparansi, Kualitas dan Digitalisasi Pelayanan Publik)

4. Kualitas

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan regulasi/produk, spesifikasi jenis 
layanan, kompetensi pelaksana serta Sarana dan 

Prasarana MPP
Kontrolnya adalah Hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat dengan predikat Sangat Baik yang 
dilaksanakan secara konsisten pertriwulan.

Triwulan II 2024

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMPIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pelaksana sudah diberikan kompetensi pelayanan prima dan 

sertifikasi PTSP

Hasil Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Kemenpan RB                 
Tahun 2023 memperoleh Predikat “Sangat Baik”



Mesin Antrian Aplikasi Madukara

Aplikasi Antrian Madukara Berbasis Android

SISTEM APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN

Website

Sosial Media

http://mpp.purwakartakab.go.id/

https://dpmptsp.purwakartakab.go.id/

@mppmadukara

@dpmptsp.purwakarta

+62 819-0989-8111 (Layanan Informasi)
+62 818-0989-8222 (Layanan Pengaduan)

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

SP4N LAPOR (Pengelola Diskominfo)

5. Digitalisasi (Tata Kelola dan Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Elektronik/Teknologi Informasi)

https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta

https://oss.go.id

https://gaspol.purwakartakab.go.id

https://sicantik.go.id

https://mppdigital.jabarprov.go.id/mppdigital/360/purwakarta
https://oss.go.id/
https://gaspol.purwakartakab.go.id/
https://sicantik.go.id/


43

SUB ASPEK PEMERINTAHAN (1)
MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A.Kepatuhan Kepada Pemerintah Pusat (Kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah)

7) Kemudahan Investasi

Monitoring Kemudahan Berinvestasi



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Contoh : Promosi dan Kemudahan Perizinan Berusaha

A. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha

Melaksanakan Anugerah
Investasi Purwakarta sebagai

image branding promosi
investasi

Mendapatkan Penghargaan
Top 5 Project Investasi

Se-Jawa Barat

Launching MPP Digital, sebagai
upaya percepatan pelayanan



Pendelegasian seluruh kewenangan
perizinan berusaha sesuai sektor

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPTSP sesuai
Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021

Jumlah Perizinan Berusaha : 342
Jumlah Perizinan Non Berusaha : 48

Total : 390



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.9/2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Perda No.12/2023 tentang Bangunan Gedung



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati No.145/2021 tentang RDTR Perkotaan Bungursari



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PTSP



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kemudahan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Katalog
Elektronik Lokal



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang  
Perkotaan Cibatu



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4)
REALISASI INVESTASI (KEBIJAKAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH)

Rancangan 

Peraturan Daerah

tentang

Pemberian

Fasilitasi Insentif

dan Kemudahaan

Penanaman

Modal 
Ranperda Pemberian Fasilitasi Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

DATA REALISASI INVESTASI SEMESTER I TAHUN 2024

11,2

6,73
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Target BKPM RI Target RPD 2024-2026 Realisasi

Target dan Realisasi Investasi
(Triliun Rupiah)  

Realiasi Investasi Semester I = Rp. 3,1 Trilun
Pencapaian Target : 27,72% dari target 11,2 T (BKPM RI)

Pencapaian Target : 46,10% dari target 6,73 T (RPD 2024-2026)



SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

UPAYAYANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

Fasilitasi Proses Sertifikat Standar PT. Sweet 
Green Indonesia yang  merupakan proses 

sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan
ekspor buah melon 

Kajian Deregulasi Peraturan –

Peraturan yang berdampak

negatif pada realisasi investasi

dan kemudahaan perizinan di 

Kabupaten Purwakarta

Launching MPP Digital



• UPAYAYANGAKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

SUB ASPEK PEMBANGUNAN (4) 

REALISASI INVESTASI

Mendorong Percepatan
Deregulasi Peraturan dan 

Kebijakan yang berdampak
terhadap iklim investasi

Monitoring implementasi
MPP Digital yang 

berdampak terhadap
kemudahan perizinan

Monitoring Percepatan
Penyelesaian masalah dan 

hambatan pada persyaratan
dasar perizinan berusaha



INDIKATOR PRIORITAS PRESIDEN



PERIZINAN YANG TELAH DITETAPKAN

Periode Januari – Juli 2024

Resiko Rendah 7.783

Menengah Rendah 1.091

Menengah Tinggi 1.184

Tinggi 420

PMDN 6.539

PMA 3

UMK 6.514

NON UMK 26



JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA

YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM

Periode Januari – Juli 2024

7783

1091 1184

420 149

1.745
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R E N D A H M R M T T I N G G I S I C A N T I K  
C L O U D

G A S P O L S I M B G

NAMA SISTEM JUMLAH
OSS 10478

Rendah 7783
MR 1091
MT 1184

Tinggi 420
SiCantik Cloud 149
GASPOL 1.745
SIMBG 257

JUMLAH 12.629



SICANTIK CLOUD 1 Izin Penggunaan Toko (IP Toko) 0

2 Izin Penggunaan Kios (IP Kios) 11

3 Izin Penggunaan Los (IP Los) 11

4 Izin Penggunaan Pelataran 0

5 Surat Keterangan Penelitian 0

6 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek 0

7 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 0

8 Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB) 10

9 Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame 39

10 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) 59

11 Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP) 0

12 Izin Pengelolaan Sampah (IPS) 0

13 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPS PD) 1

14 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD) 0

15 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN) 0

16 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IOPPN) 1

17 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD) 6

18 Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPPAUD) 10

19 Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah 0

20 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (JB) 1

149

SIMBG 1 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 257

OSS 1 Rendah 7783

(Berbasis Risiko) 2 Menengah Rendah 1091

3 Menengah Tinggi 1184

4 Tinggi 420

10478

S.D BULAN JULISUMBER NO JENIS PERIZINAN

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA

YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM

Periode Januari – Juli 2024



S.D BULAN JULI

JML

GASPOL 1 Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A) 108

2 Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 68

3 Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT) 0

4 Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL) 0

5 Surat Izin Praktik Bidan (SIP B) 267

6 Surat Izin Praktik Dokter (SIP D) 364

7 Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG) 51

8 Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E) 6

9 Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F) 9

10 Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM) 0

11 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT) 0

12 Surat Izin Praktik Optometris (SIP O) 0

13 Surat Izin Praktik Ortotis Ptortestis (SIP OP) 0

14 Surat Izin Praktik Perawat (SIP P) 618

15 Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA) 3

16 Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK) 1

17 Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM) 21

18 Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT) 0

19 Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R) 37

20 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO) 5

21 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG) 21

22 Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi) 0

23 Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM) 15

24 Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK) 0

25 Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS) 5

26 Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD) 1

27 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK) 140

28 Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW) 2

29 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 3

1745

SUMBER NO JENIS PERIZINAN

JUMLAH

JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA

YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN SISTEM

Periode Januari – Juli 2024



1. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN

Fasilitasi Proses Sertifikat Standar PT. Sweet 
Green Indonesia yang  merupakan proses 

sertifikasi dan standarisasi untuk keperluan
ekspor buah melon 

Kajian Deregulasi Peraturan –

Peraturan yang berdampak

negatif pada realisasi investasi

dan kemudahaan perizinan di 

Kabupaten Purwakarta

Launching MPP Digital



Mendorong Percepatan
Deregulasi Peraturan dan 

Kebijakan yang berdampak
terhadap iklim investasi

Monitoring implementasi
MPP Digital yang 

berdampak terhadap
kemudahan perizinan

Monitoring Percepatan
Penyelesaian masalah dan 

hambatan pada persyaratan
dasar perizinan berusaha

2. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK KEMUDAHAN PERIZINAN



Realisasi Investasi Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2024

11,2

6,73

3,1
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Target BKPM RI Target RPD 2024-2026 Realisasi

Target dan Realisasi Investasi
(Triliun Rupiah)  

Realiasi Investasi Semester I = Rp. 3,1 Trilun
Pencapaian Target : 27,72% dari target 11,2 T (BKPM RI)

Pencapaian Target : 46,10% dari target 6,73 T (RPD 2024-2026)
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